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PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI RE.JANG LEBONG 
NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENETAPAN DANA ALOl(ASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN 
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI l(ABUPATEN REJANG LEBONG 

TAHUN ANGGARAN 2020 

Menimbang 

Mengingat 

DEN GAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat ( 1 ) 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07 /2020 tentang 
Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 
Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penetapan Dana Alokasi Umum Tarnbahan Bantuan 
Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Rejang 
Lebong Tahun Anggaran 2020. 

l. 

2 . 

3. 

4. 

5. 

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828 ); 
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286 )i 
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara ( Lembaran Negara Republik lndones.ia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400 ); 
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234 J; 
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6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679 ); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Serlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2854); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6206); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Dae.rah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubaban 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tabun 2018 
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 
Adat Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 569); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Keluraban dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
139); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07 /2020 
Tabun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi 
Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46); 
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16. Peraturan Daemh Nomor 9 Tahun 2016 tentnnR 
Pembentukan dan Susunn.n Pemnglm.t Dm·rah Kabupntt';\ 
Rejang Lebong (Lembarnn D:wrnh Knbupntt'n Rejnng 
Le bong Tahun 20 I 6 Nomor 1 I S) selmgnimnnn tdah 
diubah dengan Perntt.tnu1 Dnemh Nomor 2 Tnhun 20 1$ 
tentang Perubahan Atas Peraturnn Dnt•mh Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunnn 
Perangkat Daerah Knbupaten Rejnng L<.'bong (lt'mbamn 
Daerah Kabupntcn Rcjang Lebong Tahun 2013 Nomor 
133); 

17. Peraturan Daernh Nomor 6 Tnhun 20 17 tentang Pokok
Pokok Pengelolaan Keuangnn Daernh (Lembnran Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124. 
Tambahan Lembiwan Daerah Ko.bupaten R<"jnng Lebong 
Nomor 9); 

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 201S tenmng 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembn.mn Daemh 
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 134): 

19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tohun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang 
LebongTahun 2018 Nomor 134): 

20. Peraturan Bupati Rejang Lebong Non1or 16 Tahun 2019 
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemlmngunan 
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan 
Masyarakat di Kelurahan Dalam Kabupaten Rejang 
Lebong (Berita Daerah Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 
533). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOI~Sl 
UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 
SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG 
TAHUN ANGGARAN 2020 . 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati daEam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 

5. Satuan I<erja Perangkat Daerah yang selanjutnya dis,ingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 

6. Kecamatan adalah ,,ri!ayah kerja Camat sebagai. perangkat daerah 
Kabupaten Rejang Lebong. 

l __ ,_.! -· f' ., . : _- ·' 1 
~ '-::_ -_ -, 
1,:jl r. _J t::..:.---



• 

• 

7. Cnmnt ndnlnh pcmimpin dan koordinator pcnyclcnggaraan pemerintahan di 
wilnynh ker:in kccumnlnn yang d_alam peluksanaan tugasnya mempcroleh 
pclimpnhnn kcwcnnngan pemcrmtahan dati Bupali untuk mcnangani 
scbnginn urusnn otonomi dacrah dan mcnyelenggarakan tugas umum 
pcmcrintnhnn. 

s. K.cl11rnhnn ndnlah bnginn wilayah dari kecamatan sebagai perangkat 
kccamntan. 

9. Anggaran l'endnpatnn clan Bclanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
ndalnh rencann kcuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disctujui bcrsama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rejang 
Lcbong, clan clitetapkan clengan Peraturan Daerah. 

I 0. Dann Alokasi Umum yang sclanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada 
daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
descnlralisasi. 

I I. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya 
discbut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan 
pcndanaan bagi Kelurahan di Daerah yang bersumber dari Anggaran 
Pcndapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan 
prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan . 

BAB II 
DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 

Bagian Kesatu 
Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 

Pasal 2 

(1) Dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan DAU Tambahan Bantuan 
Pendanaan Kelurahan sebesar Rp. 366.000.000,00 (tiga ratus enam puJuh 
enamjuta rupiah) untuk masing-masing Kelurahan di Daerah. 

(2) Total besaran anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar Rp. 12.444.000.000,
(clua betas milyar empat ratus empat puluh empatjuta rupiah). 

Bagian Kedua 
Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Keluraban 

Pasal 3 

Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dati Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 
Mekanisme Penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 

Pasal4 

(I) Mekanisme penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, 
dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan yang dimiliki Daerah dikalikan 
dengan besaran DAU Tarnbahan Bantuan Pendanaan Kclurahan per 
Kelurahan sesuai dengan kategori Daerah. 

(2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan kepada seluruh Kelurahan 
di Daerah secara merata. 
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Bagian Keempat 

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 
Pasa! S 

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dengan berpedornan 
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07 /2020 tentang Tata Cara 
Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan 
peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini berlalcu surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020. 

Agar setiap orang mengetabuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong . 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal !2S rtlt!t rt t 2020 

BUPATI RE.JANG LEBONG, 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal :i.J Mcsy-qf 2020 

SEKRET S DAERAH 
KABUPATEN ANG LEBONG, 

H. R. A. DENNI 

SERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 5d'f 
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Lamplrnn : Peraturan Bupatl Rejang Lebong 
Nomor J Tahun 2020 
Tanggal :i J ,n"',,f 2020 

RlNCIAN DAN BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN 
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN 

DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020 

DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN 
URAIAN BANTUANPENDANAAN 

KELURAHAN (Rnl 
2 3 

KECAMATAN CURUP 3.294.000.000 
KELURAHAN DWI TUNGGAL 366.000.000 
KELURAHAN AIR RAMBAI 366.000.000 
l(ELURAHAN PASAI~ Tl:O:NGAH 366.000.000 
KELURAHAN TALANG DENIH 366.000.000 
l<ELURAHAN JALAN BARU 366.000.000 
KELURAHAN ADIREJO 366.000.000 
l<ELURAHAN TIMBUL REJO 366.000.000 
l<ELURAHAN AIR PUTIH LAMA 366.000.000 
l<ELURAHAN PASAR BARU 366.000.000 
KECAMATAN CURUP TIMUR 1.464.000.000 
KELURAHAN I<ESAMBE BARU 366.000.000 
KELURAHAN SUKARAJA 366.000.000 
KELURAHAN I<ARANG ANYAR 366.000.000 
KELURAHAN TALANG ULU 366.000.000 
KECAMATAN CURUP SELATAN 732.000.000 
KELURAHAN AJR PUTJH BARU 366.000.000 
KELURAHAN TEMPEL REJO 366.000.000 
KECAMATAN CURUP UTARA 732.000.000 
KELURAHAN TUNAS HARAPAN 366.000.000 
KELURAHAN DUSUN CURUP 366.000.000 
KECAMATANCURUPTENGAH 3.294.000.000 
KELURAHAN BATU GALING 366.000.000 
KELURAHAN AIR BANG 366.000.000 
KELURAHAN TALANG RI MBO BARU 366.000.000 
KELURAHAN KEPALA SIRING 366.000.000 
KELURAHAN KAMPUNG JAWA 366 .000.000 
KELURAHAN SIDOREJO 366.000.000 
KELURAHAN BANYUMAS 366.000.000 
KELURAHAN TALANG RIMBO LAMA 366.000.000 
KELURAHAN PELABUHAN BARU 366.000.000 
KECAMATAN PADANG ULAK 366.000.000 
TANDING 
I<ELURAHAN PASAR PADANG ULAK 366.000.000 
TANDING 
KECAMATAN KOTA PADANG 1.098.000.000 
KELURAHAN BEDENO SS 366.000 .000 
KELURAHAN DUSUN BARU 366.000.000 
KELURAHAN KOTA PADANG 366.000.000 
KECAMATAN SELUPU RE.JANG 1.098.000.000 
KELURAHAN AJR DUKU 366.000.000 
KELURAHAN CAWANG BARU 366.000.000 
KELURAHAN SIMPANG NANGKA 366 .000.000 
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KECAMATAN SINDANG KELINGI 
KELURAHAN BERINOIN TIGA 

TOTAL 

'. 
~.Ur,1, ! 
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366.000.000 
366.000 .000 

12.444.000.000 

BUPATI REJANG LEBONG, 


